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PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR: 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR
2 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BESUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 14
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 99 Tahun 2009 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Provinsi
Riau Tahun Anggaran 2010, maka perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi,

bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka perlu dilakukannya
perubahan terhadap Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 2
Tahun 2010 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun Anggaran 2010

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun Nomor 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3821):

|

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 181 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902):

a.

b.
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2.
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4297):

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4411),

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437): sebagaimana telah dilakukan
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
48844):

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Negara Nomor 4079):
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintah Derah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007
nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2010 tentang Usaha
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106):

0.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT. 140/4/2007
tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah
Spesifik Lokasi:

Peraturan Menteri Perdagangan Repoblik Indonesia Nomor 07/M-
DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri
Perdagangan Repoblik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian:

Peraturan Menteri Pertanian" Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009
tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2010.



15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar,

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003
tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan

Penggunaan Pupuk An-Organik,

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003
tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
ANGGARAN 2010

—

PASAL 1

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2010),
diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

1. Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran

Tertinggi (HET).
—

2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea - Rp. 1.600,- per kg:
b. Pupuk ZA " - Rp. 1.400,- per kg:
c. Pupuk SP-36

' - Rp. 2.000,- per kg:
. d. Pupuk NPK phonska (15:15:15) - Rp. 2.300,- per kg:
e. Pupuk Organik - Rp. 700 ,- per kg,

3. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, dan

pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.



PASAL 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 24 Mei 2010

ANTAN SINGINGI

NG

NEIii KSUKARMISSanaDiundangkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal “4 Mei 2010

ETARIS DAERAH—
AN SINGINGI

a Utama Madya
NIP.19590505 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR :


